
 

 

 

 

LURAH WIROKERTEN  

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL 

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN  

NOMOR 17 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

KALURAHAN (LPMK) KALURAHAN WIROKERTEN PERIODE 2022-2027  

 

LURAH WIROKERTEN, 

 

Menimbang   : a.  bahwa dalam rangka membentuk pengurus LPMK 

sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

pembangunan; 

 b.  bahwa berdasar pasal 13 ayat 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan bahwa Pengurus 

LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Keputusan Lurah tentang Pembentukan  Pengurus 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) 

Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan 

Kabupaten Bantul Periode 2022-2027. 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  

 2. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  



Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  

Nomor  82, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Nomor 5234); 

 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Nomor 5339); 

 4. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

 5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang 

Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  

Tahun 2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun  2014  Nomor  123,  Tambahan  

Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5539),  

sebagaimana  telah diubah  beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan 

Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  

Nomor 41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 6321); 

 6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 

tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 226); 

 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 



Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 

Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 226); 

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9); 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

131); 

 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 86); 

 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 

87); 

 20.  Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 

Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 

128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128); 

 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76); 



 22. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 

2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 

Nomor 4); 

 23. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten 

Tahun 2020 Nomor 10); 

 24. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran 

Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11); 

 25. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten 

Tahun 2021 Nomor 7); 

 

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG 

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK) KALURAHAN 

WIROKERTEN PERIODE 2022-2027. 

KESATU : Membentuk Pengurus LPMK Kalurahan Wirokerten 

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2022-

2027, dengan susunan dan personalia sebagaimana 

tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Lurah ini; 

KEDUA : Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan 

dalam hal : 

a. menyusun rencana pembangunan secara 

partisipatif; 

b. menggerakkan swadaya gotong royong 

masyarkat; 

c. melaksanakan dan mengendalikan 

pembangunan; dan 

d. melaksanakan urusan keistimewaan di 

Kalurahan.  



KETIGA 

 

  

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali 

sebagaimana mestinya; 

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di :  Wirokerten 

Pada tanggal :  7 Februari 2022 

 

LURAH WIROKERTEN 

 

      ttd 

 

 

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM 

 

 

 

Salinan Keputusan Lurah  ini disampaikan kepada Yth. :  

1.  Bupati Bantul; 

2.  Panewu Banguntapan 

3.  Ketua Bamuskal Kalurahan wirokerten 

4.  Yang bersangkutan; 

5.  Arsip 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN  : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN 

NOMOR :   17 Tahun 2022 

TANGGAL :   7 Februari 2022 

 

DAFTAR LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK) 

KALURAHAN WIROKERTEN PERIODE 2022-2027 

 

1. Ketua Bp Sri Widodo (Kepuh Kulon)  

2. Wakil Bp Hardono (Kepuh Wetan) 

3. Sek Bp. Windu Antara (Glondong)  

4. Sek 2 Bp Hapri Antoro (Grojogan)  

5. Bendahara Bp. Hasim Muklis (Mutihan)  

6. Anggota : 

- Muji Darmanto (Botokenceng)  

- Suyono (Botokenceng)  

- Suwandi (Wirokerten)  

- Sujono (Wirokerten)  

- Wahyudi (Kepuh Kulon)  

- Muh Djazim Chamidi (Mutihan)  

- Sofyan (Mutihan)  

- Sukadi (Kepuh Wetan)  

- Jumardi (Sampangan)  

- Supriyadi (Sampangan)  

- Istadi (Glondong)  

- Darin (Glondong)  

- Dwi Raharja (Grojogan) 

 

 

LURAH WIROKERTEN 

  

            ttd 

 

 

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM 

 


